
BUPATI SAMBAS
)

PROVINSI KALIMAN:TAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 6 TAHUN 2AL7

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
undang-undang Nomor zg rahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepara Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran pend.apatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Ratcyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sambas Tahun Anggaran 2OL6;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

undang-Undang Nomor 2T Tahun 19s9 tentang penetapan
undang-undang Darurat Nomor g rahun 19s3 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun lgsg Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor BS2) sebagai
undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor LS2O);

undang-undang Nomor 12 Tahun lggs tentang pajak Bumi
dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ggl2) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 12 Tahun Lgg4 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun t994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2I Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun t997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2OO0 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor L3O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385U;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarctbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOA\

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara
Rpublik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201.4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali
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diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
20tS tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2105 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44t61 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Perahrran Pemerintah Nomor 2L
Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aT L2l1'

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20OS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502l;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4A, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs
Nomor LSo, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2o0s tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraar.
Pemerintah Daerah ( Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593 );
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A06 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a67fl;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun zOfi tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOs

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun ?OLA Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor L23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2ALL tentang
pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O11 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52L91;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2An tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAn
Nomor 5, Tambahan fumbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272l,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah drra kali diubah dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OlL
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011- Nomor 31O);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2AO8

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2OL6

Nomor 1O);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAI{YAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan

BUPATI SAMBAS
MEMUTUSKAN:

MenetaPKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan;

(21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2OL6 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.530.823.553.222,48

b. Belanja Rp. 1.589.2 L9.L16.679,84

Surplus Rp. (58.395.563.457,36)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. LL5.422.74A.819,57

- Pengeluaran. Rp. 44.497.AOO.OOO,OO

Pembiayaan netto Rp. 70.925.740.819,57



a.

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 46.24L.856.589,07 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan Rp.

setelah perubahan 1.5TT.AA5.409.811,55
2. Realisasi Rp.

1.530.823 .553.222,48
Selisih lebih/(kurang) Rp. 46.24L.856.589,07

Selisih a.nggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 75.743.220.235,30 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah Rp. L.OO4.962.336.915,14
perubahan

2. Realisasi Rp. 1.589.2 19.116.679,84

Rp. 75.743.220.235,30Selisih lebih/ (kurang)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. (29.501 .363.646,23) dengan rincian sebagai berikut :

b.

1. Surplus/defisit setelah
penrbahan

2. Realisasi

Selisih lebih/ {kurang)

Rp. FT.896.92r.Log,sgl

Rp. (58.395.563.457,36)

Rp. (29.s01.969.646,291

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. L6.974.186.284,O2 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Anggaran penerimaan

pembiayaal setelah
perubahan

2. Realisasi

Rp. rc2sg6.gzr.Log,sg

Selisih lebih/ (kurang)

Rp. LL5.422.740.819,57

Rp. 16.974.186.284,02

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 3.0O0.0OO,OO dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran Rp. 44.SOO.OOO.O0O,OO
pembiayaan setelah
perubahan

e.



2. Realisasi Rp. 44-497.OOO.OOO,OO

Selisih lebihl(kurang) Rp. 3'OOO'OOO,OO

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp16.97 L.186.284,02 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto Rp. 87.896.927.103,59
setelah perubahan

a. Jumlah asset

b. Jumlah kewajiban

c. Jumlah ekuitas dana

2. Realisasi RP.

Selisih lebih/(kurang) RP.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal

Desember tahun 2AL6 sebagai berikut :

70.925.740.819,57

16.97 L.186.284,O2

t huruf b per 31

Rp. 2.169.s96.808.956,86
Rp. 66.404.312.820,16

Rp. 2.097.L32.496.136,70

66.458.750.853,57

17.805.537 .396,2L

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun

2AL6 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal Per I Januari RP.

tahun 2OL6

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 269.522.764.670,01

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (327.918.328. L27,371

aset non-keuangan
d. Arus kas dari aktivitas RP.

pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas non RP.

anggaran
f. Saldo kas akhir Per 31 RP-

Desember tahun 2AL6

9.7 42.350.000,oo

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaim€Lna dimaksud Pasal 1

huruf g tahun anggaran 2Ot6 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kuatitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum



dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusar pemerintahan daerah
dan orgasnisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusarl pemerintahan
daerah, organisasi, Program dan
kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan daerah;

Daftat piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;
Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan asset tetaP daerah;

Daftar realsiasi penambahan dan
pengurangan asset lainnYa;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah.
Daftar jumlah pegawai per golongan dan
per jabatan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih
Neraca

Laporan Operasional

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

b.

c.

d.

e.

f.

ob'

Lampiran I.10

Lampiran I.11

Lampiran l. L2

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

I"ampiran VI

Lampiran VII

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



ayat (2) terdiri dari :

a. Lampiran kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan
Daerah ini ; dan

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX
Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun
Anggaran 2Ot6 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Agustus 2O17

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diudangkan di Sambas
Pada tanggal 25 Agustus 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

ttd

URAY TA.]UDIN

LEXVIBARAI.I DAERAFI KABUPA]EI{ SA]T'IBA,S TAHUN NI7 NOMOR 6

Salinan Aslinya
Kepala Hukum,

Pembina .r M/b)
Nip. 19680612 t99710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT :6 I 2Ol7


